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BAB V  

Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi topik dalam 

penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut ialah: 

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 merupakan diksresi berbentuk tertulis. Secara 

teoritis, Instruksi Presiden merupakan tindakan atas inisiatif Presiden 

berdasarkan diskresi atau kewenangan bebas (freies ermessen) untuk 

mengatasi permasalahan di dalam masyarakat yang dalam hal ini ialah 

penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebagai diskresi, terdapat pengaturan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa diskresi harus memenuhi syarat sesuai 

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Salah satu asas 

dalam AUPB ialah kepastian hukum yang mensyaratkan bahwa diskresi yang 

dilakukan harus berdasarkan, salah satunya, peraturan perundang-undangan 

serta pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten. Dalam hal 

pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pengerahan kekuatan 

dalam rangka penanggulangan bencana nonalam nasional COVID-19, 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

mengatur bahwa pengerahan kekuatan TNI harus berdasarkan atas keputusan 

politik negara, yaitu antara Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hal tersebut, maka pengerahan 

kekuatan TNI untuk penanggulangan COVID-19 melalui Instruksi Presiden 

Nomor 6 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan karena Instruksi Presiden 

hanyalah tindakan sepihak Presiden untuk mengatasi permasalahan di dalam 

masyarakat, yaitu penyebaran COVID-19, tanpa melibatkan DPR. Pelibatan 

TNI berdasarkan Instruksi Presiden bertentangan dengan asas kepastian 

hukum sebagai syarat dalam melakukan diskresi berbentuk tertulis. Namun, 

dalam hal pelibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui 
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pengerahan kekuatan, hal tersebut dapat dibenarkan oleh karena Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tidak mengatur ketentuan khusus mengenai pengerahan kekuatan Polri. Agar 

sesuai dengan asas kepastian hukum, pelibatan TNI dapat dilakukan melalui 

penetapan Peraturan Presiden yang pembahasannya dilakukan Presiden 

bersama dengan DPR. Selain itu pula, untuk alasan keseragaman, pelibatan 

TNI dan Polri dapat diatur melalui Peraturan Presiden sebagai salah satu jenis 

peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara 

umum. Hal tersebut karena kedua lembaga negara ini juga bertugas bersama 

dalam penanggulangan COVID-19 dengan melakukan tugas penegakan 

protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di 

masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 

Tahun 2020.  

2. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit yang 

telah menimbulkan bencana nonalam nasional sebagaimana ditetapkan dalam 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 

Bencana Nasional. Konsekuensi dari ditetapkannya keputusan tersebut ialah 

penanganan COVID-19 mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector dalam 

penanggulangan bencana. Berdasarkan undang-undang tersebut, 

penanggulangan bencana dilakukan dengan tujuan, salah satunya, untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebagai 

pihak yang menangani bencana, BNPB melalui fungsi koordinasi, komando, 

dan pelaksana dapat melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penanggulangan COVID-19, diantaranya ialah Kementerian Kesehatan, 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri). Kementerian Kesehatan berkontribusi dalam menetapkan protokol 

kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai upaya 
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penanggulangan bencana COVID-19. Sementara TNI dan Polri, sebagai alat 

negara di bidang pertahanan dan keamanan negara, memiliki tugas pokok dan 

fungsi yang secara garis besar dapat dirumuskan sebagai melindungi segenap 

jiwa raga dan tumpah darah seluruh bangsa Indonesia serta memberikan 

perlindungan, pelayanan, dan pengayoman bagi masyarakat. Adapun tugas 

pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan tujuan dari penanggulangan bencana 

yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana. 

Anggota TNI dan Polri melakukan penegakan protokol kesehatan dengan 

pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat terkait dengan 

kegiatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai 

protokol kesehatan yang sering dilanggar masyarakat. Sehingga, berdasarkan 

hal tersebut, pelibatan kedua alat negara di bidang pertahanan dan keamanan 

negara terdapat kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dan 

tujuan dari penanggulangan bencana. Selain itu, struktur TNI dan Polri dari 

tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi dapat lebih mengefektifkan penanggulangan 

bencana berupa penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan 

penerapan di masyarakat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

berikut beberapa saran yang dapat diberikan: 

1. Merumuskan Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci terkait 

tugas, wewenang, prosedur, dan mekanisme kerja TNI dan Polri dalam 

menanggulangi COVID-19 berupa penegakan protokol kesehatan melalui 

pengawasan dan penerapan protokol kesehatan baik di tingkat pusat maupun 

di tingkat daerah. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui tugas, wewenang, 

prosedur, dan mekanisme kerja apa saja yang diberikan kepada mereka beserta 

upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila TNI dan Polri tidak 

menjalankan sesuai dengan yang diamanatkan. Selain sebagai dasar hukum 

pelibatan TNI dan Polri, Peraturan Presiden ini hendaknya juga mengatur 

hubungan TNI dan Polri dengan instansi yang terlibat dalam penanggulangan 

COVID-19 khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini 

mengingat ketentuan mengenai protokol kesehatan diatur lebih lanjut dalam 
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Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Satpol PP untuk melakukan 

penegakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan 

yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. 

2. Merevisi Pasal 7 ayat (2) angka 12 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berbunyi “membantu 

menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan 

kemanusiaan.” Revisi dilakukan terkait dengan frasa “bencana alam” untuk 

diubah menjadi “bencana” karena bencana tidak hanya terjadi akbiat faktor 

alam, tetapi juga dapat terjadi akibat faktor nonalam dan sosial. Selain itu pula, 

pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU TNI perlu ditambahkan pengaturan 

mengenai Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum yang merupakan 

konkretisasi dari kebijakan politik negara sebagaimana diamanatkan UU TNI. 

3. Memaksimalkan pemberian pelatihan dan edukasi kepada TNI dan Polri yang 

bertugas melakukan penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Hal ini agar 

cara yang digunakan oleh TNI dan Polri dalam melakukan penegakan protokol 

kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di 

masyarakat sebagai langkah penanggulangan COVID-19 bukanlah cara 

disiplin sebagaimana yang berlaku dalam lembaga masing-masing melainkan 

cara persuasif. 

4. Meningkatkan jumlah personel TNI dan Polri yang melakukan pengawasan 

melalui patroli protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang 

mengundang banyak kerumunan massa. Hal ini didasarkan atas pengamatan 

penulis di lingkungan sekitar seperti pusat perbelanjaan yang hampir tidak 

ditemukan baik personel TNI dan Polri di wilayah kabupaten/kota maupun 

Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Ketertiban 

Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah desa/kelurahan yang berpatroli 

terkait pengawasan protokol kesehatan.  
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